
 

 

BAB III PENUTUP  

  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan asas individualisasi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri  

Sleman Nomor 534/Pid.B/2018/PN.Smn belum diterapkan secara optimal.  

Hakim menjatuhkan pidana yang sama terhadap Terdakwa I dan Terdakwa 

II tanpa mempertimbangkan perbedaan peran, latar belakang, maupun 

kondisi pribadi masing-masing terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa 

pertimbangan hukum dalam putusan tersebut belum sepenuhnya  

mencerminkan keadilan substantif seperti yang diamanatkan dalam Pasal 54  

KUHP Baru.  

B. Saran  

Majelis hakim seharusnya lebih mempertimbangkan asas individualisasi 

pidana dalam menjatuhkan putusan, khususnya dalam perkara yang 

melibatkan lebih dari satu terdakwa dengan peran dan latar belakang yang 

berbeda. Penting bagi hakim untuk menguraikan secara eksplisit 

faktorfaktor personal, sosial, serta psikologis masing-masing terdakwa agar 

putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan yang proporsional. Selain 

itu, pendekatan pemidanaan sebaiknya tidak hanya berfokus pada 

penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban dan pembinaan 

terdakwa. 
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